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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGANJUK, 

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 
Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka perlu mengatur 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan 
Peraturan Bupati. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5601); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 

4138); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4520) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

23. Pera.turan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717; 

30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013; 

1• ·• iv 

' 



I'• 

31. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan; 

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Dearah; 

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2015; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah yang ketiga kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 
02 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2007 Nomor 01); 

41. Peratilran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 
Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01); 
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43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 01); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2014 Nomor 01); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2015 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2014 Nomor 07); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2016 

ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 5); 

50. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 

Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Nganjuk Nomor 13 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2014 Nomor 13); 

51. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2015 Nomor 25). 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARA~ 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARA~ 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

Rp. 287.881.055.209,95 

Rp.1.166.956.491.647,00 

c. Lain-lainPendapatanyangSah Rp. 562.708.255.641,00 

Jumlah Pendapatan Rp.2.017.545.802.497,95 

2. Belanja 

3. 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Bunga 

3) Belanja Subsidi 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

6) Belanja Bagi Hasil 

Rp. l.007.459.513.657,67 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

9.403.547.594,00 

7.419.455.600,00 

5. 778. 769 .500,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 187.450.525.966,00 

8) Belanja Tidak Terduga Rp. 122.986.800,00 

Rp.1.217.634.799.117,67 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

Pembiayaan 
a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa lebih pembiayaan 

Anggaran tahun berkenaan 

Pasal 2 

Rp. 38.360.166.324,00 

Rp. 366.436.987.064.60 

Rp. 361.295.978.864,00 

Rp. 766.093.132.252,60 

Rp. l.983.727.931.370,27 

Rp. 33.817.871.127,68 

Rp. 319.407 .531.084. 92 

Rp. 9 .886. 700.000,00 

Rp. 309.520.831.084,92 

Rp. 343.338.702.212,60 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 3 

Ringkasan La po ran Realisasi Anggaran se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 
Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Lampi,ran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasa l 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
1n1. 

Pasal 6 

Peratura n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. 

Ditetapkan di N ganjuk 
pada tanggal 5 September 2016 

BUPATI NGANJUK, 

TAUFIQURRAHMAN 

Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 5 September 2016 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK 

Staf Ahli Gubernur Jawa Timur 
Bidang Pembangunan 

ttd 

AGUS WAHYUDI, SH, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19600810 198509 1 003 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 20 

suai dengan aslinya 
AGIAN HUKUM 

HMM 
t I 

NIP. 19661107 199403 1 005 I 
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